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Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam 
mendukung perekonomian daerah, khususnya di kawasan wisata. Namun, 
banyak UMKM masih menghadapi hambatan seperti kemasan sederhana tanpa 
label, belum memiliki sertifikasi halal, dan lemahnya manajemen keuangan. 
Kondisi tersebut mengurangi daya saing UMKM dalam mengakses pasar 
modern maupun ekspor. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan untuk 
meningkatkan pemahaman dan keterampilan pelaku UMKM dalam pelabelan 
pangan, branding, serta pengelolaan keuangan. Tujuan kegiatan ini adalah 
memberikan edukasi dan pendampingan kepada pelaku UMKM agar mampu 
meningkatkan legalitas usaha, memperkuat identitas produk, dan memperluas 
jangkauan pasar. Metode kegiatan dilakukan melalui sosialisasi edukatif, 
pelatihan, dan pendampingan dengan pendekatan Participatory Rural 
Appraisal. Kegiatan ini melibatkan UMKM mitra, BUMDes Guyub Rukun, dan 
penyelia halal LP3H. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta memahami 
pentingnya pelabelan pangan sesuai standar, memperoleh keterampilan 
membuat label dengan informasi lengkap, serta memulai proses pengajuan NIB, 
PIRT, dan sertifikasi halal. Peserta juga mendapat pengetahuan tentang 
branding produk untuk meningkatkan nilai jual dan diferensiasi pasar. Selain itu, 
mereka mulai menerapkan pencatatan keuangan sederhana dan mengenal 
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aplikasi digital untuk pengelolaan keuangan. Pendampingan ini mendorong 
terciptanya produk UMKM yang lebih siap bersaing di pasar modern dan 
berpotensi masuk ke e-commerce maupun ekspor. Kesimpulannya, kegiatan ini 
meningkatkan kapasitas UMKM Desa Wringinputih dalam pelabelan, branding, 
dan keuangan sebagai strategi untuk memperkuat daya saing usaha.  
 

Key word : Abstract : 
 

MSMEs, Food 
Labeling, 
Branding, Halal 
Certification, 
Finance 

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play an important role in 
supporting the regional economy, especially in tourist areas. However, many 
MSMEs still face obstacles such as simple packaging without labels, lack of halal 
certification, and weak financial management. These conditions reduce the 
competitiveness of MSMEs in accessing modern markets and exports. This 
community service activity was carried out to improve MSME actors' 
understanding and skills in food labeling, branding, and financial management. 
The purpose of this activity was to provide education and assistance to MSME 
actors so that they could improve the legality of their businesses, strengthen 
product identity, and expand market reach. The activity was carried out through 
educational outreach, training, and mentoring using a Participatory Rural 
Appraisal approach. This activity involved partner MSMEs, BUMDes Guyub 
Rukun, and LP3H halal supervisors. The results of the activity showed that 
participants understood the importance of food labeling according to 
standards, acquired the skills to create labels with complete information, and 
began the process of applying for NIB, PIRT, and halal certification. Participants 
also gained knowledge about product branding to increase sales value and 
market differentiation. In addition, they began to implement simple financial 
record-keeping and learned about digital applications for financial 
management. This assistance encouraged the creation of MSME products that 
are better prepared to compete in the modern market and have the potential 
to enter e-commerce and export markets. In conclusion, this activity improved 
the capacity of MSMEs in Wringinputih Village in labeling, branding, and finance 
as a strategy to strengthen business competitiveness.  
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PENDAHULUAN 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang sangat strategis dalam 

pembangunan ekonomi Indonesia, khususnya dalam mendukung pengembangan pariwisata daerah. 
UMKM terbukti mampu berkontribusi sebagai penggerak ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan 
kerja, sarana pemberdayaan masyarakat, serta instrumen pengentasan kemiskinan (Arifa et al., 2025). 
Selain itu, UMKM juga berfungsi sebagai sarana pemerataan ekonomi rakyat kecil sehingga 
kesenjangan kesejahteraan dapat diturunkan (Kiswandi et al., 2023). Dalam konteks kawasan wisata, 
UMKM tidak hanya berperan sebagai penopang perekonomian masyarakat lokal, tetapi juga sebagai 
penyedia produk dan jasa yang mendukung sektor pariwisata. 
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Salah satu contoh UMKM yang berperan di kawasan wisata Candi Borobudur di Desa 
Wringinputih, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. UMKM ini merupakan 
bagian dari ekosistem ekonomi di sekitar Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur, 
yang telah ditetapkan sebagai salah satu destinasi pariwisata prioritas nasional. Dalam 
pengembangannya, UMKM ini bermitra dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Guyub Rukun 
sebagai bentuk sinergi untuk mengoptimalkan potensi produk lokal agar dapat mendukung pariwisata. 
Meskipun memiliki potensi yang besar, UMKM ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam 
pengembangan usaha. Berdasarkan observasi dan diskusi dengan pihak UMKM dan BUMDes, 
ditemukan bahwa produk olahan pangan yang dihasilkan sejak tahun 1997 hingga saat ini masih 
menggunakan kemasan sederhana berupa plastik polos tanpa label merek, komposisi, tanggal 
kedaluwarsa, maupun izin edar. Hal ini menjadi hambatan untuk menembus pasar modern seperti 
supermarket atau platform e-commerce, karena pelabelan pangan yang sesuai dengan standar 
merupakan syarat penting dalam menjaga kepercayaan konsumen dan kepatuhan terhadap regulasi 
pemerintah (Pekandek, 2023; Rimbawan et al., 2023). Oleh karena itu, menjadi penting bagi UMKM 
untuk dapat memahami bagaimana pelabelan yang baik, dengan merek atau branding yang melekat, 
hingga memasarkan secara global dengan bantuan teknologi. 

Pelabelan pada produk pangan yang sesuai dengan aturan menjadi aspek krusial dalam 
memastikan keamanan, kepercayaan konsumen, serta kepatuhan terhadap regulasi pemerintah. Label 
pada produk pangan merupakan bentuk perlindungan bagi konsumen yang tidak hanya berfungsi 
sebagai identitas produk, tetapi juga memberikan informasi penting seperti komposisi, tanggal 
kadaluarsa, nomor izin edar, dan sertifikasi halal atau BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) 
(Hakim, 2020). Kepatuhan terhadap peraturan pelabelan makanan sangat penting untuk menjaga 
integritas pasar dan kepercayaan konsumen, pelabelan yang tidak sesuai standar dapat menyebabkan 
produk sulit masuk ke pasar modern, seperti supermarket atau e-commerce, serta menghambat akses 
ke peluang ekspor (Finnegan & Kryzaniak, 2024). 

Salah satu aspek krusial dalam pelabelan adalah sertifikasi halal. Sertifikat halal tidak hanya 
berfungsi sebagai jaminan kehalalan produk bagi konsumen, tetapi juga meningkatkan nilai jual dan 
kepercayaan pasar, khususnya di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam (Tahliani & 
Renaldi, 2023).  Saat ini jumlah UMKM di Indonesia adalah 64,4 juta, sedangkan capaian sertifikasi 
halal sejak Oktober 2019 hingga Februari 2024 baru mencapai 3,8 juta (Rongiyati, 2024). Rendahnya 
angka sertifikasi halal disebabkan oleh beberapa hal antara lain minimnya informasi tentang 
pentingnya sertifikasi halal bagi UMKM, minimnya pengetahuan pelaku usaha tentang cara pengajuan 
sertifikasi halal, serta masih banyaknya pelaku usaha yang belum memiliki NIB (Nomor Induk 
Berusaha) yang menjadi syarat pengajuan sertifikasi halal. Sertifikasi halal merupakan salah satu syarat 
penting untuk dapat bersaing di pasar modern maupun ekspor. Tanpa sertifikasi ini, produk UMKM 
akan sulit menembus jaringan distribusi besar dan berpotensi kehilangan segmen konsumen yang 
semakin selektif terhadap aspek kehalalan dan keamanan produk pangan.  

Selain pelabelan, hal lain yang menjadi aspek krusial bagi UMKM untuk dapat bersaing adalah 
dengan pemahaman merek atau branding yang baik. Memang memiliki brand yang kuat menjadi 
tantangan yang berat bagi pelaku usaha yang relatif kecil. Padahal jika dilihat lebih dalam, Branding 
menjadi wajah bagi produk yang dimiliki oleh pelaku usaha. Pemilihan nama produk, merek, gambar 
sebagai perwujudan dari brand yang dikembangkan menjadikan produk yang dimiliki dilirik oleh 
masyarakat (Setiawati, 2019). Riset terdahulu menjelaskan bahwa strategi yang berorientasi pada 
brand yang dimiliki akan memberikan pertumbuhan jangka panjang yang baik tidak hanya pada kinerja 
brand yang dikembangkan, melainkan juga kinerja keuangan UMKM (Fluhrer & Brahm, 2025).  

Di sektor keuangan, pelaku UMKM juga menyampaikan bahwa hal ini menjadi salah satu 
tantangan terberat bagi mereka. Pelaku UMKM seringkali kesusahan dalam mengatur uang pribadi 
dan uang usaha mereka, sehingga pada saatnya membeli kebutuhan untuk modal, uang modalnya 
telah terpakai untuk kebutuhan pribadi. Hal ini menandakan bahwa kurangnya literasi keuangan pada 
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pelaku usaha. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kemampuan literasi dapat 
mempengaruhi distribusi kekayaan di antara pihak di dalam UMKM (Molina-García, et., al., 2023). 
Selain itu, strategi keuangan yang baik, khususnya dalam penganggaran dan pengelolaan pendapatan 
menjadi salah satu komponen penting untuk mencapai stabilitas finansial (Okeke et al., 2024).  

Dengan demikian, edukasi dan pendampingan pengajuan sertifikasi halal sebagai bagian dari 
pelabelan, branding, dan keuangan merupakan langkah penting yang harus segera diupayakan agar 
UMKM Desa Wringinputih dapat meningkatkan daya saing sekaligus memperluas jangkauan pasar. 
Upaya ini sejalan dengan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan nomor 
1 (No Poverty/Tanpa Kemiskinan) dan tujuan nomor 8 (Decent Work and Economic Growth/Pekerjaan 
Layak dan Pertumbuhan Ekonomi). Melalui pemberdayaan ekonomi berbasis produk lokal, diharapkan 
masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan, mengurangi tingkat kemiskinan, sekaligus 
mendukung pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja baru. Selain itu, kegiatan ini 
juga mendukung Asta Cita ke-3, yaitu meningkatkan lapangan kerja berkualitas dan mendorong 
kewirausahaan, serta Asta Cita ke-6, yaitu membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi dan 
pemberantasan kemiskinan. Dengan demikian, pendampingan UMKM di Desa Wringinputih tidak 
hanya memberikan dampak positif bagi pelaku usaha, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan 
desa, pelestarian produk lokal, dan peningkatan daya tarik wisata di sekitar Candi Borobudur.  

 

METODE KEGIATAN 
Kegiatan sosilisasi pelabelan kemasan pangan dan pendampingan sertifikasi halal dilakukan 

pada Agustus 2025 di Balai Desa Wringinputih, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa 
Tengah. Kegiatan diikuti oleh 20 peserta yang merupakan pelaku usaha UMKM di Desa Wringinputih. 

Metode yang diterapkan dalam program pengabdian ini adalah Participatory Rural Apraissal 
yaitu suatu metode pendekatan dalam proses pemberdayaan dan peningkatan partisipasi pengelola 
UMKM. Metode ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha 
mengenai pentingnya sertifikasi halal pada produk pangan dan dilanjutkan dengan kegiatan 
pendampingan pengajuan sertifikasi halal untuk UMKM di Desa Wringinputih. Selain itu kegiatan 
pengabdian ini juga menggunakan pendekatan sosialisasi edukatif karena dinilai sebagai strategi yang 
efektif dalam menyampaikan informasi ilmiah kepada masyarakat, melalui interaksi dua arah serta 
pendekatan yang partisipatif (Firman, 2021). Pelaksanaan kegiatan melibatkan Ketua BUMDes 
Wringinputih, UMKM di Desa Wringinputih, serta penyelia halal dari LP3H (Lembaga Pendamping 
Proses Produk Halal). Rangkaian kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Desa Wringinputih pada 
bulan Juli hingga September 2025. 
1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 

a) Identifikasi Permasalahan (Pra Kegiatan) 
Tahapan persiapan kegiatan diawali dengan koordinasi dengan Ketua BUMDes Wringinputih. 

Koordinasi ini bertujuan untuk menyepakati waktu kegiatan, topik, dan juga peserta. Berdasarkan 
hasil obeservasi didapatkan bahwa pelabelan produk yang dimiliki oleh pelaku usaha belum 
sesuai standar, selain itu brand pada label yang dimiliki belum ada, serta pengelolaan keuangan 
yang masih seadanya. Identifikasi mitra pelaku usaha dilakukan dengan mempertimbangkan 
beberapa aspek antara lain usaha sudah berjalan kurang lebih 3 tahun, belum memiliki izin edar 
(PIRT), NIB, dan sertifikasi halal, serta berkomitmen dalam menjaga higienitas dan kehalalan 
proses produksi untuk mempertahankan sertifikat halal. 
b) Penyusunan dan Perancangan Solusi 

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, tim pengabdian menyusun solusi berupa: 
1) Pelatihan dan pendampingan pelabelan pada produk pangan 
2) Pelatihan dan pendampingan branding usaha 
3) Pelatihan dan pendampingan pengelolaan keuangan 

c) Pelaksanaan Teknis di Lapangan 
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1) Sosialisasi 
Sosialisasi dilakukan pada awal kegiatan pengabdian, berupa pemberian informasi 

kepada mitra/masyarakat tentang kegiatan PKM yang akan dilakukan, tujuan kegiatan, 
tahapan pelaksanaan kegiatan, dan jadwal pelaksanaan kegiatan berdasarkan kesepakatan 
antara tim pengusul dengan mitra. Dengan sosialisasi diharapkan mitra memahami kegiatan 
PKM yang akan dilakukan dan termotivasi untuk melaksanakan setiap program kerja yang 
telah disepakati dengan penuh semangat, ikhlas, atau tidak terpaksa demi terwujudnya 
tujuan kegiatan ini. 

 
2) Pelatihan 

1. Pelatihan Pelabelan pada Produk Pangan 
Pelatihan ini diperlukan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada 
Pelaku UMKM tentang klaim yang dituliskan pada label produk pangan. edukasi 
pelabelan kemasan serta sertifikasi halal dilaksanakan sebagai upaya untuk 
meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha, mengenai pentingnya 
label kemasan yang sesuai standar dan kewajiban sertifikasi halal. Label pangan 
tidak hanya berfungsi sebagai identitas produk, tetapi juga memberikan jaminan 
informasi yang transparan kepada konsumen, seperti komposisi bahan, tanggal 
kedaluwarsa, nomor izin edar, serta status halal. Dengan adanya label kemasan, 
konsumen terlindungi dari potensi kerugian dan pelaku usaha memperoleh nilai 
tambah berupa peningkatan kepercayaan dan daya saing produk di pasar. 

2. Pelatihan Pengelolaan Keuangan 
Pelatihan pengelolaan keuangan dilakukan untuk memberikan pemahaman terkait 
pencatatan dan pengelolaan keuangan yang baik dengan menggunakan sistem yang 
mudah dan sederhana, sehingga dapat mewujudkan pengelolaan yang transparan, 
terukur dan akuntabel.  

3. Pelatihan Pembuatan Branding Usaha 
Pelatihan branding dilakukan untuk memberikan penguatan brand atau merek 
pada produk Keripik dan turunannya yang dimiliki olek UMKM. 

 
3) Pendampingan 

1. Pendampingan Pelabelan pada Produk Pangan 
Pendampingan ini meliputi pembuatan label dan pencantuman klaim produk yang 
dapat dituliskan pada label pangan. 

2. Pendampingan Pengelolaan Keuangan  
Pendampingan pengelolaan keuangan meliputi pencatatan akuntansi secara 
komputerisasi terkait transaksi-transaksi penjualan dan pencatatan keuangan 
secara sederhana. 

3. Pendampingan Branding Usaha 
Pendampingan pembuatan branding usaha yang memiliki nilai jual. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Kegiatan pertama yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada mitra Bumdes Guyub 

Rukun. Kegiatan ini dilakukan untuk menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh tim 
pengabdian. Kegiatan ini dilaksanakan di Bumdes Pertamina Wringinputih dan di beberapa rumah 
pelaku usaha. 

Kegiatan selanjutnya adalah pelatihan pelabelan kemasan dan pendampingan sertifikasi halal 
dilakukan pada bulan Agustus 2025 yang bertempat di Balai Desa Wringinputih. Kegiatan diikuti oleh 
pelaku usaha yang ada di Desa Wringinputih. Topik edukasi mengenai pelabelan kemasan dan 
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sertifikasi halal terdiri dari: (1) Pentingnya label kemasan sebagai perlindungan konsumen, (2) 
Komponen pada label kemasan pangan meliputi nama produk, daftar komposisi, informasi gizi, tanggal 
kedaluwarsa, izin edar (BPOM/MD/PIRT), label halal (BPJPH/MUI), dan berat/isi bersih, (3) Pentingnya 
label halal, regulasi sertifikasi halal, aspek teknis produk halal, serta tahapan registrasi sertifikat halal, 
(4) Manfaat label kemasan bagi konsumen dan produsen, (5) Praktik pencantuman label kemasan 
meliputi tata letak, ukuran huruf, bahasa Indonesia wajib, serta kesalahan yang harus dihindari. 
Kegiatan sosialisasi dapat dilihat pada Gambar 1.  

 

 
Gambar 1. Sosialisasi pelabelan kemasan dan sertifikasi halal 

 
Pelabelan pangan yang sesuai dengan standar merupakan salah satu aspek krusial dalam 

menjamin perlindungan konsumen sekaligus meningkatkan daya saing produk UMKM. Selama ini 
pelaku usaha tidak mencantumkan label pada produk yang dijual (Gambar 2). Tidak ada merk dan 
identitas produk. Label pangan berfungsi tidak hanya sebagai identitas produk, tetapi juga sebagai 
sarana komunikasi informasi penting kepada konsumen, seperti komposisi bahan, tanggal 
kedaluwarsa, kandungan gizi, nomor izin edar, dan status halal. Informasi ini memberikan jaminan 
keamanan serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang mereka pilih 
(Hermanianto et al., 2021).  

BPOM sebagai Lembaga yang memiliki wewenang dalam mengatur regulasi kemasan telah 
menetapkan aturan yang ketat mengenai pelabelan pangan, termasuk kewajiban mencantumkan label 
halal dan informasi gizi. Kepatuhan terhadap aturan ini menjadi syarat mutlak agar produk dapat 
beredar secara legal di pasar modern dan memiliki peluang masuk ke pasar ekspor (Nurcahyo, 2018). 
Penelitian internasional menunjukkan bahwa label gizi pada kemasan dapat memengaruhi perilaku 
konsumen untuk mengurangi konsumsi zat berisiko seperti gula, garam, dan lemak jenuh, sekaligus 
mendorong produsen melakukan reformulasi produk agar lebih sehat (Shangguan et al., 2019; Guo et 
al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa pelabelan bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga 
instrumen strategis dalam membangun citra merek, meningkatkan loyalitas konsumen, serta 
mendorong transparansi industri pangan. 

 

 
Gambar 2. Produk yang dijual oleh pelaku usaha. 
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Bagi UMKM, urgensi pelabelan semakin nyata karena tanpa label yang sesuai standar, produk 
sulit bersaing di pasar modern dan cenderung terbatas pada distribusi konvensional. Padahal, dengan 
adanya label yang memenuhi regulasi, termasuk label halal, produk UMKM dapat memperoleh nilai 
tambah, memperluas jangkauan pasar, dan membuka peluang ekspor. Oleh karena itu, kegiatan 
selanjutnya adalah pendampingan UMKM dalam memahami pentingnya pelabelan pangan serta tata 
cara penerapannya menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat keberlanjutan usaha 
sekaligus mendukung perlindungan konsumen. Kegiatan ini tersaji pada Gambar 3. 

 

 
Gambar 3. Proses pendampingan pendaftaran NIB, PIRT, dan sertifikasi halal. 

 
Kegiatan pendampingan ini dilakukan untuk pendaftaran PIRT, NIB, dan juga sertifikasi halal. 

Pendampingan dilakukan secara bertahap dengan fokus pada pemenuhan dokumen legalitas usaha, 
yakni pendaftaran PIRT, penerbitan NIB, serta pengajuan sertifikat halal. Proses ini melibatkan 
koordinasi dengan LP3H dan pendampingan teknis dalam penyusunan dokumen administrasi. 
Pendampingan juga difokuskan pada praktik penyusunan label kemasan yang sesuai standar. Mitra 
dilatih untuk membuat desain label yang menampilkan informasi penting seperti komposisi, kode 
produksi, tanggal kedaluwarsa, izin edar, serta logo halal. Produk hasil pendampingan diharapkan lebih 
siap bersaing di pasar modern maupun e-commerce. 

Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas legal usaha menjadi pintu masuk utama agar 
pelaku usaha dapat mengakses berbagai fasilitas, termasuk pembiayaan, pelatihan, dan program 
pemerintah. Legalitas usaha melalui NIB juga memberikan kepastian hukum sehingga usaha dapat 
berkembang secara formal dan lebih dipercaya konsumen maupun mitra usaha (Puspitasari dan 
WIdodo, 2024). PIRT yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan menjadi bukti bahwa produk pangan 
rumah tangga telah memenuhi standar keamanan dan higienitas yang ditetapkan, sehingga konsumen 
mendapatkan jaminan bahwa produk aman untuk dikonsumsi (Rizkaprilisia et al., 2022).  

Proses pendampingan yang dilakukan melalui edukasi, asistensi dokumen, hingga praktik 
teknis penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Dengan memperoleh NIB, PIRT, dan sertifikasi 
halal, UMKM tidak hanya memperoleh legalitas formal, tetapi juga memiliki posisi tawar yang lebih 
tinggi dalam persaingan pasar modern.  

Kegiatan lainnya adalah pelatihan dan pendampingan pembuatan brand atau merek usaha. 
Setelah pelaku usaha memahami pentingnya label pada produk pangan, kemudian di berikan edukasi 
mengenai pentingnya merek pada usaha. Masih banyak pelaku usaha yang hanya menuliskan nama 
produk pada label kemasannya tanpa ada merek dari pelaku usaha. Kegiatan ini dilakukan untuk 
memberikan wawasan kepada pelaku usaha, bahwa untuk memberikan nilai lebih dan pembeda 
dengan produk serupa yang lain, serta agar dapat lebih dipercaya dengan sertifikat halal yang dimiliki, 
maka sangat perlu bagi pelaku usaha untuk membubuhkan nama usahanya pada kemasan. Kegiatan 
ini tersaji seperti pada Gambar 4. 
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Gambar 4. Pelaksanaan Pelatihan Branding dan Akuntansi 

 
Bersamaan dengan kegiatan pelatihan branding, penguatan manajemen keuangan pada 

pelaku usaha juga dilakukan. Hal ini dilakukan karena masih sangat banyak pelaku usaha yang terjebak 
dengan pola pikir yang menyamaratakan antara uang belanja sehari-hari dengan uang usahanya. 
Selain itu, penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan secara digital juga dikenalkan pada kegiatan ini, 
untuk memberikan opsi kepada pelaku usaha tentang berbagai macam cara untuk mengelola uang 
usahanya.  

Kegiatan pengabdian ini tidak hanya memberikan peningkatan pengetahuan bagi pelaku 
usaha, tetapi juga mendorong terciptanya produk pangan yang lebih berkualitas, aman, dan sesuai 
regulasi. Melalui pendampingan yang berkelanjutan, diharapkan UMKM mampu memiliki legalitas 
usaha, label kemasan yang informatif, sertifikasi halal yang sah, serta mampu mengelola keuangan 
dengan lebih baik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk di pasar, memperluas jangkauan 
pemasaran, serta membangun kepercayaan konsumen secara lebih kuat. Upaya ini sejalan dengan 
strategi pengembangan UMKM nasional yang menekankan pentingnya formalitas, keamanan pangan, 
dan sertifikasi halal sebagai syarat utama dalam membangun kepercayaan konsumen, memperluas 
akses pasar, serta mendukung target Sustainable Development Goals (SDGs) nomor 8 tentang 
pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.  
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